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ABSTRAK 

PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KB PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU 

Oleh: 

ANISA SRI WAHYUNI 

NIM: 11870523744 

 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan 

Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, dan hambatan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan 

Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian 

yang digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berperan dengan baik dalam 

pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru. 

Adanya kebijakan yang dilakukan dinas dalam pelaksanaan program KB pada 

masa pandemi, Pelaksanaan pelayanan KB pada masa pandemi covid-19 

melakukan pembinaan, pelatihan seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi 

tentang KB melalui media sosial dan fasilitas tetap diberikan dengan tambahan 

yang berhubungan dengan protokol kesehatan, pemantauan tetap dilakukan. 

Namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program KB, 

adapun hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru yaitu 

dari faktor internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Pekanbaru masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya operasional 

dan agak susah berkumpul untuk melakukan aksi dilapangan dan faktor eksternal 

masyarakatnya masih kurang pemahaman masyarakat tentang program KB. 

 

Kata Kunci: Peran, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,  

           Program KB, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara 

berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan penduduk 

yang sangat pesat dan mengakibatkan resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang 

laju pertumbuhan penduduknya memiliki peraturan yang menekan jumlah angka 

kelahiran, peraturan ini diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang 

tidak terkontrol. Pada dasarnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

dipengaruhi oleh banyak faktor (Lambelanova, Rossy, 2021). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa 

kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi 

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta 

lingkungan penduduk setempat. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor 

dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan 

berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan 

pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal 

antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan (Ramadhan, 2020). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan Pengendalian Penduduk dan 
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Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewe 

nangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.  

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya 

struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang 

dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana tingkat 

pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal 

yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan 

penduduk yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah 

kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara 

(Iriani, dkk, 2019).  

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru jumlah penduduk tahun 

2019 sebanyak 954.373 jiwa dan jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 

2020 sebanyak 983.356 jiwa dan jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 

2021 sebanyak 994,58 jiwa. 

Program KB berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran,yang 

selanjutnya mengakibatkan penurunan jumlah pertumbuhan penduduk, terutama 

di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. (Susanto, Hadi, 2020). 

Program KB merupakan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang harus dijaga implementasinya secara bersama-sama agar 

berkesinambungan.  
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 Tabel 1.1  

Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Tahun 2018 

NO KECAMATAN PUS PESERTA KB AKTIF 

IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIKAN PIL JUMLAH 

1 SUKAJADI 5.208 374 286 15 264 328 1.161 501 2.929 

2 PEKANBARU KOTA 3.837 614 236 - 111 241 562 645 2.409 

3 SAIL 2.197 226 54 3 135 146 520 233 1.317 

4 LIMA PULUH 4.282 662 264 10 35 228 656 640 2.495 

5 SENAPELAN 4.316 323 229 3 172 187 808 831 2.553 

6 RUMBAI 14.735 542 157 47 493 756 4.524 2.766 9.285 

7 BUKIT RAYA 22,856 3.772 1.213 10 495 1.251 3.701 3.555 13.997 

8 TAMPAN 32.920 2.368 284 71 566 1.606 6.354 6.541 17.790 

9 MARPOYAN DAMAI 20.369 2.104 486 48 370 968 4.130 3.285 11.391 

10 PAYUNG SEKAKI 18.714 1.414 189 25 152 897 3.669 2.965 9.311 

11 RUMBAI PESISIR 14.575 682 115 16 387 756 3.821 2.363 8.140 

12 TENAYAN RAYA 22.462 2.685 536 13 713 2.175 4.099 3.828 14.049 

 KOTA PEKANBARU 166.471 15.766 4.049 261 3.893 9.539 34.005 28.153 95.666 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 2022 
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Tabel 1.2 

Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Tahun 2019 

NO KECAMATAN PUS PESERTA KB AKTIF 

IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIKAN PIL JUMLAH 

1 SUKAJADI 6,337 415 310 17 547 291 1,232 887 3,699 

2 PEKANBARU KOTA 3,881 634 240 0 112 242 572 645 2,445 

3 SAIL 3,599 399 176 0 266 231 535 374 1,981 

4 LIMA PULUH 4,397 669 283 10 35 242 681 642 2,562 

5 SENAPELAN 4,390 343 249 3 172 212 864 831 2,656 

6 RUMBAI 14,549 608 166 47 565 918 4,784 2,929 10,017 

7 BUKIT RAYA 21,862 2,787 1,213 10 495 1,317 3,641 3,548 13,011 

8 TAMPAN 32,988 2,496 410 71 566 1,802 6,357 6,542 18,244 

9 MARPOYAN DAMAI 21,123 2,235 499 35 592 1,040 4,262 3,355 12,018 

10 PAYUNG SEKAKI 18,687 1,427 189 25 151 909 3,691 2,969 9,361 

11 RUMBAI PESISIR 14,740 725 117 16 366 839 4,298 2,412 8,773 

12 TENAYAN RAYA 22,955 1,749 543 13 743 2,256 4,252 3,964 13,520 

 KOTA PEKANBARU 169,508 14,487 4,395 247 4,610 10,299 35,151 29,098 98,287 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 2022 
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Tabel 1.3 

Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Tahun 2020 

NO KECAMATAN PUS PESERTA KB AKTIF 

IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIKAN PIL JUMLAH 

1 SUKAJADI 6,409 514 342 17 629 354 1,302 976 4,134 

2 PEKANBARU KOTA 3,905 664 259 0 88 250 551 600 2,412 

3 SAIL 3,596 252 57 0 342 228 710 546 2,135 

4 LIMA PULUH 4,487 681 290 10 56 250 717 665 2,669 

5 SENAPELAN 4,401 358 251 3 172 224 874 827 2,709 

6 RUMBAI 15,768 609 175 45 680 1,000 5,359 3,127 10,995 

7 BUKIT RAYA 20,006 2,902 1,214 10 957 1,360 1,888 4,119 12,450 

8 TAMPAN 32,800 2,668 674 70 717 2,084 7,268 6,922 20,403 

9 MARPOYAN DAMAI 21,161 2,302 477 33 896 1,042 4,434 3,682 12,866 

10 PAYUNG SEKAKI 18,837 1,431 189 25 155 918 3,750 2,983 9,451 

11 RUMBAI PESISIR 14,745 731 121 16 410 805 4,239 2,278 8,600 

12 TENAYAN RAYA 23,304 1,831 548 13 937 2,416 4,996 4,309 15,050 

 KOTA PEKANBARU 169,419 14,943 4,597 242 6,039 10,931 36,088 31,034 103,874 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 2022 
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Tabel 1.4 

Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru  Tahun 2021 

NO KECAMATAN PUS PESERTA KB AKTIF 

IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIKAN PIL JUMLAH 

1 SUKAJADI 6,464 559 342 16 813 365 1,257 1,029 4,381 

2 PEKANBARU KOTA 4,283 697 320 0 135 263 727 886 3,028 

3 SAIL 3,599 274 73 0 413 232 726 592 2,310 

4 LIMA PULUH 4,595 692 290 2 97 256 744 747 2,828 

5 SENAPELAN 4,481 354 152 7 197 152 1,354 864 3,062 

6 RUMBAI BARAT 4,871 167 65 9 459 224 1,405 618 2,947 

7 BUKIT RAYA 21,125 1,978 288 144 1,387 1,212 5,004 4,203 14,216 

8 BINAWIDYA 11,974 1,023 226 23 261 738 3,254 2,161 7,686 

9 MARPOYAN DAMAI 21,466 2,386 587 31 756 1,205 4,307 4,457 13,729 

10 PAYUNG SEKAKI 13,718 582 124 15 1,321 394 3,514 3,075 9,025 

11 RUMBAI 16,305 760 212 32 1,123 843 3,989 3,094 10,053 

12 TENAYAN RAYA 14,165 1,272 323 15 999 1,284 2,964 1,344 8,201 

13 TUAH MADANI 25,272 1,885 737 49 1,024 1,727 6,315 5,573 17,310 

14 KULIM 10,418 1,220 397 12 956 1,354 2,028 980 6,947 

15 RUMBAI TIMUR 6,032 253 90 4 407 498 1,710 1,100 4,062 

 KOTA PEKANBARU 168,768 14,102 4,226 359 10,348 10,747 39,298 30,705 109,785 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 2022 
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Berdasarkan tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.4 mengenai Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru 

diatas menunjukkan Pasangan Usia Subur Kota Pekanbaru sebelum covid-19 pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan, sedangkan 

peserta KB Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Setelah covid-19 pasangan usia subur Kota Pekanbaru 

2019-2021 mengalami penurunan sedangkan peserta KB Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. Dan yang 

melakukan pemasangan alat kontrasepsi dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Tabel 1.5 

PUS Tak Ber KB Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021  

NO TAHUN HAMIL INGIN ANAK SEGERA INGIN ANAK 

DITUNDA 

TIDAK INGIN 

ANAK LAGI 

PUS TIDAK 

BER KB 

1 2018 5,409 11,465 21,171 32,760 70,805 

2 2019 4,382 11,703 19,152 35,984 71,221 

3 2020 3,330 16,884 18,437 28,029 66,680 

4 2021 4,045 31,540 11,701 11,697 58,983 

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 2022 

Berdasarkan tabel 1.5 diatas mengenai PUS Tak Ber KB Kota Pekanbaru sebelum dan sesudah pandemi covid-19 bahwa data 

diatas tersebut dari bidang keluarga berencana (KB) melakukan pendataan tiap tahun yang  menunjukkan dengan adanya peningkatan 

dan penurunan pada tiap tahunnya. dari tahun 2018 sampai tahun 2021 yang hamil mengalami peningkatan, dari tahun 2018 sampai 



8 
 

 

tahun 2021 yang ingin anak segera mengalami kenaikan dengan 31.540 orang, 

lalu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang ingin anak ditunda 

mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang 

tidak ingin anak lagi mengalami penurunan dan selanjutnya dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 2021 PUS tidak ber KB mengalami penurunan. 

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB 

Nasional/ BKKBN, maka keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan 

salah satu urusan wajib pemerintah diantaranya penanganan bidang kesehatan, 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan 

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. 

Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat 

sehingga pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib 

menyelenggarakan program KB.  

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekankan laju 

pertumbuhan penduduk di indonesia, salah satunya ialah dengan program 

Keluarga berencana. Program keluarga berencana merupakan program yang 

dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara 

kebutuhan dan jumlah penduduk. Dan dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana juga melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan 

melalui pemakaian alat kontrasepsi KB. Program KB sebagai kegiatan medis 

seperti pemakaian dan pelepasan alat kontrasepsi KB serta terdapat berbagai 
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penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, serta terdapat juga 

pelayanan untuk masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai 

masalah kesehatan.  

Program KB bertujuan mengatur atau mengendalikan kelahiran anak dan 

meningkatkan kesejahteraan ibu, serta upaya penurunan tingkat kematian ibu dan 

anak, meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi 

masyarakat agar terwujudnya keluarga kecil berkualitas sehingga penting untuk 

mengendalikan kelahiran anak. Partisipasi masyarakat dalam program KB 

merupakan unsur penting untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk dan 

mengatur kelahiran anak. 

Adapun masalah dalam pelaksanaan pelayanan program KB adanya 

Selama masa pandemi Covid-19, sangat berdampak terhadap pelaksanaan 

Program KB, yang selama ini muncul kekhawatiran atau ketakutan masyarakat 

untuk mengakses pelayanan KB diklinik bidan atau dokter. Menurut hasil 

wawancara dari Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN, Sri Wahyuni, 

beliau mengatakan: 

“Selama masa PSBB terkait pandemi Covid-19, sangat berdampak 

terhadap pelaksanaan Program KB yang selama ini mengandalkan 

kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian 

layanan kontrasepsi. Sehingga muncul kekhawatiran masyarakat untuk 

mengakses pelayanan KB di klinik bidan atau dokter. Banyak dokter dan 

bidan yang menutup kliniknya karena tak memiliki perlengkapan memadai 

untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, kesadaran masyarakat 

untuk ber-KB secara mandiri selama masa pandemi pun masih rendah”. 

(Sumber wawancara artikel berita rri.co.id kota pekanbaru pada tanggal 

15 Juni 2020) 

Berdasarkan kutipan wawancara diatas memberikan informasi Masalah 

interaksi yang lebih lama di rumah masalah lain yang di khawatirkan akan 
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menimbulkan rasa takut masyarakat datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah  

sakit, Bidan, dokter dan lain-lain untuk pemasangan alat kontrasepsi. pemerintah 

mengupayakan agar semua metode kontrasepsi yang disediakan untuk masyarakat 

memberikan manfaat optimal dengan meminimalkan efek samping maupun 

keluhan yang ditimbulkan. apabila kehamilan tanpa direncanakan pada masa 

pandemi ini akan mengakibatkan banyak resiko diantaranya wanita yang hamil. 

Kemudian karena ketersediaan faskes dan keterbatasan akses yang tidak seperti  

biasanya sebelum dan sesudah pandemi. Sehingga berdampak terhadap 

kesejateraan keluarga dan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Adapun masalah lain dalam pelaksanaan program KB adanya dalam masa 

Pandemi Covid-19 mempengaruhi atau dibatasi pelayanan KB di kota pekanbaru. 

Menurut hasil wawancara dari Bapak Muhammad Amin Kepala Dinas Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, beliau 

mengatakan: 

“Di puskesmas juga ada klinik KB, semuanya gratis tidak dijual karena 

itu bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Hanya saja saat ini 

pelayanan di seluruh Klinik KB dibatasi sebagai antisipasi penyebaran 

wabah Covid-19,” (Sumber artikel berita pekanbaru.go.id pada tanggal 

23 September 2020) 

 Berdasarkan kutipan wawancara diatas memberikan informasi bahwa 

dalam pelaksanaan program KB masih terdapatnya masalah adanya dalam masa 

pandemi covid-19 mempengaruhi atau dibatasi pelayanan KB tersebut. Masih 

kurangnya masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang program KB dan 

pola pikir masyarakat masih beranggapan alat kontrasepsi itu berbahaya. Hal ini 
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bukan tanpa alasan, pasalnya banyak masyarakat yang merasa takut ketika hendak 

mengakses atau memasang alat kontrasepsi di masa pandemi Covid-19 ini.  

 Pentingnya Program KB ini adalah menentukan kualitas keluarga karena 

program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan 

status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, 

menjarangkan jarak kelahiran mengurangi resiko kematian bayi. Selain itu 

memberi keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga dan 

masyarakat, KB juga membantu remaja mengambil keputusan untuk memilih 

kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksinya dan juga 

mengendalikan pertumbuhan penduduk. Mengapa penting untuk memperoleh 

informasi tentang KB karena membantu mencari jawaban atas pertanyaan dan 

keraguan seputar KB, membantu mendapatkan saran dari profesional terkait 

kondisi individu dalam menentukan metode KB yang akan dipilih dan 

meminimalisir risiko atau kesalahan dalam memilih metode KB. 

Seandainya Program KB tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

akan berdampak merugikan masyarakat antara lain pada kesejahteraan keluarga 

tidak akan baik karena berpengaruh pada masalah ekonomi keluarga yang 

memiliki anak yang banyak tentunya, masalah pada kesehatan ibu dan bayi, 

pertumbuhan penduduk yang akan meningkat. Suksesnya suatu program KB 

tergantung pada aktif atau tidak aktifnya pastisipasi masyarakat untuk 

mensukseskan program tersebut. Makanya pada dasarnya kenapa pentingnya 

penelitian ini dilakukan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-

19 di Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam Pelaksanaan Program KB Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru? 

2. Hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 

di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui Hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 

di Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai syarat 

mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

b. Bagi Pustaka 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam 

penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah 

bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah khususnya berkaitan 

dengan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru. 

2. Manfaat secara praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi masukan positif 

dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan, 

khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Pekanbaru berperan dalam melaksanakan program-programnya khususnya 

mengenai KB. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Supaya penulisan proposal ini sistematis dan terarah maka disusun 

sistematika penelitian yang dibagi menjadi 3 (tiga) bab : 
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BAB I   : PENDAHULUAN                                                                                                                           

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORI 

Dalam bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data dan metode analisa. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Dinas Pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Isi dari bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan peran 

terkait indikator-indikator yang penulis tentukan, serta hambatan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan 

dengan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi 

Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Peran 

2.1.1 Pengertian Peran 

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang 

berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran adalah 

tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, 

dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 

memiliki kedudukan di masyarakat. 

Menurut Soejono Soekanto (2013), peran merupakan posisi seseorang 

dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, 

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu 

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. aspek dinamis kedudukan 

(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain: 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang didalam masyarakat. Jadi, peran disini berarti peraturan yang 

membimbing seseorang dalam masyarakat. 

2. Peran adalah sesuatu yang konsep tentang apa yang dilakukan seseorang 

dalam masyarakat. 
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3. Peran juga merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan 

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. 

2.2 Program Keluarga Berencana 

2.2.1 Pengertian Program Keluarga Berencana 

Menurut Ratu, Matahari, dkk (2018: 22) Keluarga Berencana adalah salah 

satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat 

perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Keluarga 

Berencana merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri 

untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang 

memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. Keluarga Berencana 

adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak 

anak serta waktu kelahiran. 

Menurut Rahman Fauzie, dkk (2017:3) Keluarga Berencana merupakan 

upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, yang 

dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Perkembangan Kedudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga 

Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana adalah upaya 
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mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan 

melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

Program keluarga berencana menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan 

sejahtera. 

Program Keluarga Berencana adalah bagian yang terpadu (integral) dalam 

program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan 

ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk indonesia agar dapat dicapai 

keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. 

Program-program Keluarga Berencana ada program pelayanan KB seperti 

pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB. Ada berbagai kegiatan program 

Keluarga Berencana lainnya yaitu: 

1. Pengembangan dan peningkatan advokasi dan KIE KB. 

2. Program kesehatan remaja. 

3. Pemenuhan pelayanan KB dan kesehatan. 

4. pembinaan kesejahteraan keluarga. 

5. Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB. 

6. Pendewasaan usia perkawinan. 

7. Peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 
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8. Pemenuhan hak-hak reproduksi.  

9. Program penguatan kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 

10. Kampung KB dan stunting. 

         2.2.2 Tujuan Program Keluarga Berencana 

Menurut Fuaziah (2020:3) Tujuan dilaksanakannya program Keluarga 

Berencana yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial 

ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh 

suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

a. Meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga 

kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan 

pengendalian pertumbuhan penduduk. 

b. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang 

bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Yulizawati, dkk, 

2019:33).  

Tujuan program Keluarga Berencana lainnya untuk menurunkan angka 

kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan 

kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan 

menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu 

dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan 

melahirkan pada usia tua. 
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       2.2.3 Sasaran Program Keluarga Berencana 

Menurut Priyanti, Sari & Agustina Dwi Syalfina, (2017:54) Sasaran 

program Keluarga Berencana dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran 

tidak langsung tergantung dari tujuan yang ingin dicapai.  

Sasaran langsungnya adalah Pasangan usia subur adalah pasangan suami 

istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang umur istrinya antara 15-49 

tahun, karena kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan seksual 

dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. PUS diharapkan 

secara bertahap menjadi peserta keluarga berencana yang aktif sehingga memberi 

efek langsung terhadap penurunan tingkat fertilitas. Pasangan Usia Subur (PUS) 

yang bertujuan menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan 

kontrasepsi secara berkelanjutan. 

Sedangkan sasaran tidak langsung adalah pelaksana KB dengan tujuan 

menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan 

terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.   

               2.2.4 Metode Kontrasepsi 

Pelaksanaan program Keluarga Berencana diperlukan kesadaran dan 

kemauan dari masyarakat. Dan tugas pemerintah adalah mendorong serta 

mensosialisasikan semua hal mengenai KB. Keluarga Berencana sendiri dilakukan 

dengan metode kontrasepsi, yaitu metode yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya pembuahan yang akan menyebabkan terjadinya kehidupan baru 

(kehamilan). 
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Program keluarga berencana merupakan pemakaian alat kontrasepsi untuk 

menunda kehamilan. Berikut jenis alat kontrasepsi yang paling sering digunakan:  

1. IUD  

2. Kondom 

3. Pil KB  

4. Suntik 

5. Implant (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit) 

6. Vasektomi (MOP) diperuntukkan untuk pria 

7. Tubektomi (MOW) diperutukkan untuk wanita 

Jadi dapat disimpulkan bahwa KB adalah upaya yang dilakukan 

masyarakat secara sadar dalam mengurangi angka kelahiran dengan tindakan 

pencegahan dan pembatasan kehamilan dengan menggunakan metode-metode 

kontrasepsi untuk mencapai tujuan dari program Keluarga Berencana. 

2.3 Tupoksi Bidang Keluarga Berencana 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota pekanbaru. Tupoksi bidang 

Keluarga Berencana antara lain: 

1. Tugas pokok 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga berencana. 
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2. Fungsi  

Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga 

Berencana. 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di Bidang Keluarga Berencana. 

d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian pelayanan KB di Kabupaten/kota. 

e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/kota. 

f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten/kota. 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga 

Berencana. 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang Keluarga 

Berencana. 

i. Pelaksanaan koordinasi dalan pelaksanaan tugasnya. 

j. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.4 Covid-19 

 Pada saat ini dunia sedang dikejutkan oleh sebuah penyakit yang mewabah 

hampir diseluruh negara di dunia, wabah tersebut dinamakan corona virus 
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diseases atau biasa disebut dengan Covid-19. Coronavirus merupakan keluarga 

besar virus yang menyebabkan penyakit dari gejala ringan sampai berat. Ada 

setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang 

dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2-19 (COVID-19) adalah penyakit jenis 

baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab  

Covid-19 ini dinamakan Sars-ciV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan 

antara hewan dan manusia). penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru ditemukan yang dapat mengakibatkan gangguan pada 

sistem pernapasan sampai dengan kematian. 

Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 antara lain gejala gangguan 

pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-

6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus covid-19 yang berat 

dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan 

bahkan kematian. Pasien pertama yang terindikasi terinveksi covid-19 muncul di 

Wuhan, Provinsi Hubei, China. Covid-19 penyebarannya sangan masif dan tidak 

terkendali, oleh karena itu WHO (World Health Organization) menetapkan status 

darurat covid-19 menjadi wabah pandemi yaitu wabah yang menimpa seluruh 

dunia.  (Kemenkes, 2020) 
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2.5 Pandangan Islam dalam Keluarga Berencana (KB) 

Bagi mereka takut punya anak banyak karena tidak bisa menafkahi adalah 

sebentuk pengingkaran pada tujuan untuk mencukupi kebutuhan seluruh 

mahluknya. Sebab didalam Qs. An-nisa ayat 9 disebutkan bahwa: 

 َ يَّةً ضِعٰفاً خَافىُْا عَليَْهِمْْۖ فلَْيتََّقىُا اّللّٰ وَلْيخَْشَ الَّرِيْنَ لىَْ تسََكُىْا مِنْ خَلْفهِِمْ ذُزِّ

 وَلْيقَىُْلىُْا قىَْلًً سَدِيْدًا

Artinya: ”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua bertanggung jawab 

terhadap masa depan anaknya, sehingga orang tua (baik bapak maupun ibu) 

benar-benar harus mempersiapkan anaknya untuk tidak menjadi orang-orang yang 

lemah. 

Salah satu ulama yang melarang pelaksanaan KB adalah Abu al-madudi 

(Pakistan), menurutnya pembatasan kelahiran adalah bertentangan dengan ajaran 

islam. Islam adalah suatu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia dan 

barangsiapa merubah atau menyalahi fitrah maka ia telah menuruti perintah setan. 

Disamping pendapat tersebut, para ulama yang menolak KB Pendapat tersebut 

menyatakan bahwa program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal 

yang tidak dibenarkan dalam agama islam. Karena hal tersebut telah menyalahi 
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fitrah manusia apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan Allah 

Yang Maha Memberi Rejeki. 

Disamping ada yang melarang atau tidak setuju KB ada beberapa ulama 

yang membolehkan, diantaranya Imam Al-Ghazali bahwa tidak melarang dengan 

pertimbangan/alasan kesukaran yang dialami seorang ibu disebabkan sering 

melahirkan dengan motif menjaga kesehatan, menghindari kesulitan hidup, dan 

menjaga kecantikan.  

Pro dan kontra dapat dilihat dari dari sisi positif dan negatif dari program 

KB tersebut. Positifnya dapat dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh 

pengguna KB yaitu dapat menjaga jarak waktu kehamilan dengan begitu telah 

melakukan usaha perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang 

terjadi pada jarak waktu yang pendek. Negatifnya terlihat dari efek samping atau 

risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan yaitu program KB dapat 

menyebabkan beberapa keluhan kesehatan bagi beberapa wanita seperti pusing 

dan lain-lain. 

Mengenai Hadist Nabi yang dijadikan dalil untuk KB antara lain adalah 

sebagai berikut: Artinya : “Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli 

warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi 

beban tanggungan orang banyak. (HR Al-Bukhari dan Muslim Dari Saad Bin Abi 

Waqqash RA).” Berdasarkan hadist diatas ini memberikan indikasi petunjuk 

bahwa faktor kemampuan suami istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya 

hendaknya dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anak. 



26 
 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Sumber  Hasil Penelitian Perbedaan  

1. Nama: 

Stanislaus Sylvarian 

Tingang Langoday, 

Rita Kalalinggi, M. 

Gunthar Riady 

 

Judul:  

Strategi Dinas 

Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Dalam Pelaksanaan 

Program Kampung 

Kb Di Kelurahan 

Makroman 

Kecamatan 

Sambutan Kota 

Samarinda. 

 

Jurnal: 

Pemerintahan 

Integratif, Volume 7 

Nomor 3, Tahun 

2019. 

Strategi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam 

pelaksanakan Kampung KB 

di Kelurahan Makroman, 

berjalan dengan baik, 

diketahui Dinas 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam 

pelaksanaan program 

Kampung KB guna 

mencapai pertumbuhan dan 

pengendalian penduduk 

yang kondusif dan 

menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana diketahui telah 

menjalankan sosialisasi 

dengan maksimal, dan dapat 

diketahui bahwa semua 

informasi dalam sosialisasi 

dapat diterima dengan baik 

oleh masyarakat setempat. 

Penelitian ini 

cenderung Strategi 

memaksimalkan 

dalam pelaksanaan 

pembangunan 

terkhususnya 

adalah 

pembangunan 

sumber daya 

manusia dengan 

program kampung 

KB dan tempat 

penelitiannya di 

kelurahan 

makroman 

kecamatan 

sambutan kota 

samarinda, 

sedangkan peneliti 

bagaimana Peran 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga 

Berencana Dalam 

Pelaksanaan 

Program KB Pada 

Masa Pandemi 

Covid-19 Di Kota 

Pekanbaru. 

2. Nama:  

Hadi Susanto dan Sri 

Mulyani. 

 

Judul:  

Efektivitas Program 

Keluarga Berencana 

Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang Di 

Kabupaten Indragiri 

Menunjukkan bahwa 

program keluarga berencana 

di kabupaten indragiri hilir 

cukup efektif dalam 

menekan laju pertumbuhan 

penduduk. Efektivitas 

sasaran dilihat dari jumlah 

PUS sebagai peserta KB 

aktif selama 4 tahun terakhir 

terus mengalami 

Penelitian ini 

cenderung 

efektivitas program 

keluarga berencana 

dengan metode 

kontrasepsi jangka 

panjang dan tempat 

penelitiannya di 

kabupaten indragiri 

hilir provinsi riau 
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Hilir Provinsi Riau 

 

Jurnal: 

manajemen dan 

administrasi publik, 

Volume 3, Nomor 3, 

Tahun 2020. 

peningkatan, namun yang 

menggunakan metode 

kontrasepsi jangka panjang 

tiap tahun mengalami 

penurunan. 

sedangkan peneliti 

bagaimana Peran 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga 

Berencana Dalam 

Pelaksanaan 

Program KB Pada 

Masa Pandemi 

Covid-19 Di Kota 

Pekanbaru. 

3. Nama: 

Priscilla Bawing , 

Retna Siwi 

Padmawati , 

Siswanto Agus 

Wilopo. 

 

Judul:  

Analisis pelaksanaan 

kebijakan program 

keluarga berencana: 

studi kasus di 

Malinau. 

 

Jurnal:  

Journal of 

Community 

Medicine and Public 

Health, Volume 33 

No. 12 Tahun 2017 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kebijakan pemerintah 

daerah Malinau adalah 

empat anak lebih baik. 

Perbedaan persepsi antara 

stakeholder, provider dan 

user mengenai KB dapat 

mempengaruhi sosial, 

ekonomi, budaya, keyakinan 

berdampak terhadap 

penggunaan kontrasepsi di 

Malinau. Penggunaan 

kontrasepsi tidak dilarang 

bagi masyarakat yang 

memiliki indikasi medis 

untuk ber KB, namun 

masyarakat harus 

mengakses kontrasepsi 

secara mandiri di sektor 

swasta. Bagaimana 

pelaksanaan program KB, 

suplai alokon dan hambatan 

demand ber-KB setelah 

perubahan kebijakan 

program KB di malinau. 

Perbedaan 

penelitian ini 

berfokus pada 

analisis kebijakan 

pelaksanaan 

program KB 

sedangkan peneliti 

fokus pada Peran 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

keluarga Berencana 

dalam pelaksanaan 

pemasangan alat 

KB pada masa 

pandemi covid-19 

dan perbedaannya 

terletak pada 

tempat penelitian 

dimana penelitian 

terdahulu di 

kabupaten malinau 

sedangkan peneliti 

di kota pekanbaru. 

4.  Nama: Merrynce dan 

Ahmad Hidir. 

 

Judul : Efektifitas 

pelaksanaan program 

keluarga berencana 

di kecamatan kuatan 

tengah kabupaten 

Hasil penelitian 

menunjukkan efektivitas 

pelaksanaan program 

keluarga berencana di 

Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan 

Singingi sudah cukup 

efektif. Dimana pihak 

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

dengan penelitian 

terdahulu adalah 

berfokus kepada 

efektifitas 

pelaksanaan 
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kuantan singingi. 

 

Jurnal : Kebijakan 

Publik, Volume 4, 

Nomor 1, Tahun 

2013. 

implementor program KB 

sudah cukup memiliki 

tingkat kepatuhan yang 

tinggi dalam melaksanakan 

tugas yang dibebankan dan 

cukup mematuhi prosedur 

rutinitas yang ditetapkan 

dalam pelaksanaan program 

KB. efektivitas pelaksanaan 

kebijakan program KB 

dapat memberikan 

kontribusi dan dampak yang 

positif bagi sasaran 

kebijakan dan pelaksana 

kebijakan. Sedangkan faktor 

yang dominan 

mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan program KB 

adalah faktor komunikasi 

dan faktor sumber daya. 

program KB di 

kecamatan kuantan 

tengah, sedangkan 

peneliti peran dinas 

pengendalian 

penduduk dan 

keluarga berencana 

dalam pelaksanaan 

program KB pada 

masa pandemi 

covid-19 di kota 

pekanbaru.  

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022 

2.7 Definisi Konsep 

1. Peran adalah sebagai seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat 

serta menjalankan suatu peran aspek dinamis kedudukan,apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. 

2. Program Keluarga Berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian 

dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 

kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 

3. Tugas pokok Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu 

sebagian tugas Kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga 

berencana. 
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Fungsi Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga 

Berencana. 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di Bidang Keluarga Berencana. 

d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian pelayanan KB di Kabupaten/kota. 

e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/kota. 

f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten/kota. 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga 

Berencana. 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang Keluarga 

Berencana. 

i. Pelaksanaan koordinasi dalan pelaksanaan tugasnya. 

j. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus 

yang baru ditemukan yang dapat mengakibatkan gangguan pada sistem 

pernapasan sampai dengan kematian. 
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2.8 Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel hingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis. Adapun konsep 

operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.2  

Konsep Operasional 

Variabel  Indikator  Sub indikator  

Peran dinas 

pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana 

dalam pelaksanaan 

program KB pada masa 

pandemi covid-19 di 

kota pekanbaru. 

Perumusan kebijakan a. Kebijakan-

kebijakan khusus 

b. Stakeholder  

Pelaksanaan pelayanan 

KB 

a. Pembinaan  

b. Pelatihan  

c. Sosialisasi KB 

d. Fasilitas dalam 

pelaksanaan 

program KB 

Pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi 

a. Pemantauan dan 

evaluasi rutin 

(bidang KB) 

Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tupoksi 

Bidang Keluarga Berencana. 
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2.9 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kerangka Olahan Peneliti 2022 

  

 

Bagaimana Peran Dinas 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam 

Pelaksanaan Program KB pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru? 

Hambatan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam Pelaksanaan 

Program KB pada Masa 

Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru? 

Indikator: 

1. Perumusan kebijakan  

2. Pelaksanaan pelayanan 

KB 

3. Pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi 

Tercapainya Peran dalam Pelaksanaan Program Keluarga 

Berencana di Kota Pekanbaru 

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru 

1. Pada pandemi covid-19 mempengaruhi atau membatasi 

pelayanan program KB.  

2. Adanya khawatirkan dan menimbulkan rasa takut 

masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dan lain-lain untuk 

melakukan pelayanan KB dimasa pandemi covid-19 

makanya penurunan mekanisme operasional di lini 

lapangan. 

Indikator dari : 

1. Faktor internal  

2. Faktor eksternal  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau verbal 

bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat di hitung secara langsung. 

Menurut (Sugiyono, 2019:18) Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filosofi post-positivisme untuk mengkaji kondisi objek 

alam, dimana peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi dan analisis data.  

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti turun kelapangan 

untuk memahami dan mengkaji data yang didapatkan dari Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, dengan judul tentang Peran 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan 

Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau letak dimana seorang peneliti 

melakukan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran dari objek yang diteliti. 

Penelitian ini dilakukan peneliti di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru yang berada di Kompleks Perkantoran Walikota 

Pekanbaru, Jalan Abdul Rahman Hamid, Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan 

Tenayan Raya gedung B2 lantai 3 Kota Pekanbaru sebagai tempat berlangsungnya 
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objek penelitian. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 

2021 sampai selesai. 

3.3 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan 

informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Menggunakan metode 

Porpusive Sampling. Informan penelitian dapat berupa pernyataan, informasi atau 

data yang dapat membantu dalam memahami informasi tentang Peran Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB 

pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Adapun informan penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Informan penelitian 

No Informan  Jumlah (Orang) 

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

1 

2. Kepala Bidang Keluarga Berencana 1 

3. Peserta KB Aktif/ Masyarakat 5 

Jumlah  7 

3.4 Sumber Data 

Data merupakan unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya relevan dan lengkap. 

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat bersumber dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder: 

1. Data primer merupakan melakukan wawancara dengan informan 

penelitian dan melalui observasi lapangan. Berupa identitas responden dan 



34 
 

 

hasil tanggapan responden tentang Peran Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa 

Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru.  

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara instansi 

pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak 

langsung memberikan data pada pengumpul data yang biasanya melalui 

perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen. Tentang permasalahan 

penelitian dapat diperoleh dari jurnal, media, berita dan laporan lainnya 

yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program dan Peran Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan 

Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2019: 296) Untuk memperoleh data yang diperlukan 

sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data 

dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :  

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung tentang 

apa yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat melihat lebih dekat 

gejala-gejala yang ada dilapangan mengenai Peran Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab 

dan berkomunikasi secara langsung melalui percakapan dengan responden 

yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang 

Keluarga Berencana dan Masyarakat. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen yaitu dari pencatatan sumber-sumber 

informasi buku, foto dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk 

mengambil informasi dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan 

penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang 

Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Peran Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

3.6 Metode Analisa   

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Ulber Silalahi, 2009:339-

341), ketiga analisis tersebut adalah :  
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a. Reduksi Data  

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyerdahanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dengan demikian reduksi 

data dalam penelitian ini merupakan meringkas atau mengambil 

kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan dengan memberi fokus 

atau pokok permasalahannya terhadap Peran Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Informasi 

yang didapatkan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan 

Masyarakat. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian 

meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan “final” mungkin tidak 

muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada besarnya 

kumpulan catatan dilapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode 
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pencarian ulang yang digunakan, tetapi seringkali kesimpulan itu telah 

dirumuskan sebelumnya sejak awal. Penarikan kesimpulan adalah hasil 

analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor penghambatnya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 

Deskripsi umum tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah yang tertuang dalam 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 yang membahas tentang 

Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari dinas tersebut. 

4.1.1 Gambaran Umum 

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui 

bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru di 

pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris daerah. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekretariat Dinas 

dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Dinas. Seksi di pimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 
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Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, membawahi sub 

bagian umum, sub bagian keuangan, bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan 

dan penggerakan, membawahi: Seksi Advokasi dan penggerakan, Seksi 

Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB KB (Keluarga Berencana), Seksi 

Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga. Bidang KB (Keluarga 

Berencana) membawahi seksi Seksi Distribusi Alokon, Seksi Jaminan Pelayanan 

KB (Keluarga Berencana), Seksi Pembinaan Kesertaan KB (Keluarga Berencana). 

Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga membawahi: Seksi Pemberdayaan 

Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, 

Seksi Bina Ketahanan Remaja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok 

jabatan fungsional. 

4.1.2 Kedudukan  

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana. 

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Dinas. 

7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang. 

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 

4.1.3 Susunan Organisasi 

1. Susunan organisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Pekanbaru terdiri dari: 

a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, 

membawahi: 

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan. 

2) Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB Dan KB. 

3) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga. 

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi: 

1) Seksi Distribusi Alokon. 

2) Seksi Jaminan Pelayanan KB. 
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3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB. 

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Membawahi: 

1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera. 

2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia. 

3) Seksi Bina Ketahanan Remaja. 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota. 

4.1.4 Tugas dan Fungsi 

A. Kepala Dinas 

1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

dan tugas pembantuan lainnya. 

2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi. 

b. Pengelolaan keuangan dinas. 
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c. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung 

jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta 

pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

f. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang  

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

g. Pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

h. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan. 

i. Penyusunan program dan anggaran dinas. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberilan pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. Sekretariat  

1) Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. 
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b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 

penyusunan program. 

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan. 

e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setia bidang sebagai pertanggungjawaban. 

f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan 

dinas serta perlengkapan gedung kantor. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

1) Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Keuangan 

2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

a. Sub Bagian umum, mempunyai rincian tugas 

merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan 

program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

I. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan 

tata usaha, rumah tangga serta kearsipan. 

II. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta 

pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum. 

III. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi 

dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta 

pelayanan hubungan masyarakat. 

IV. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, 

tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat 

dinas. 

V. Pengelolaan perjalanan dinas operasional rumah 

tangga dinas. 

VI. Pengelolaan barang milik daerah meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaranm 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 

penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta 

pemeliharaan barang milik daerah. 

VII. Pengumpulan data dan informasi pengembangan 

dan kebutuhan sarana dan prasarana. 

VIII. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa. 
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IX. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang 

Milik Daerah (BMD). 

X. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan 

kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan 

halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan 

di lingkungan dinas. 

XI. Pengolahan data pegawai, formasi pegaai, mutasi 

pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar 

Urut Kepangkatan (DUK) dan ASN serta 

pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di 

lingkungan dinas. 

XII. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan mempunyai 

tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub 

bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

I. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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II. Pelaksanaan koordinasi penyusunan terencana dan 

program kerja serta perumusan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana 

Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi 

fisik program pembangunan, laporan tahunan dan 

laporan evaluasi kinerja. 

III. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

pengendalian dan pelaporan. 

IV. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan 

penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan 

dengan penyusunan program. 

V. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut 

laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional 

dan pengawasan lainnya. 

VI. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, 

invertarisasi dan pelaporan barang milik daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

VII. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti 

kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan 

atau bangunan. 

VIII. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan. 

1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan mempunyai 

tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 

urusan Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan. 

2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

c. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem 

informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. 

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian 

penduduk di kabupaten/kota. 
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f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. 

g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB). 

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

i. Pemberian bimbingan teknisi dan fasilitas di bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

D. Bidang Keluarga Berencana 

1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga berencana. 

2) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga 

Berencana. 
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c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di Bidang Keluarga Berencana. 

d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian pelayanan KB di Kabupaten/kota. 

e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/kota. 

f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten/kota. 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga 

Berencana. 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang Keluarga 

Berencana. 

i. Pelaksanaan koordinasi dalan pelaksanaan tugasnya. 

j. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteran Keluarga 

1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteran Keluarga mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 

Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga. 

2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteran Keluarga dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteran Keluarga. 
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b. Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteran 

Keluarga. 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita. 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga 

Remaja (BKR) dan Pusat Informsasi Konseling Remaja (PIKR). 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia 

dan rentan. 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan 

keluarga sejahtera melalui usaha mukro keluarga. 

g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga. 

h. Pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. 

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

j. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompentensi bawahan. 

k. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB 

pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, menurut hasil dan pembahasan 

penelitian dapat disimpulkan yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 105 Tahun 2016 Tupoksi Bidang Keluarga Berencana. Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berperan dengan baik 

dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Pekanbaru. Adanya kebijakan yang dilakukan dinas dalam pelaksanaan program 

KB pada masa pandemi covid-19, Pelaksanaan pelayanan KB pada masa pandemi 

covid-19 tetap melakukan pembinaan dari dinas ke pelaksana KB sebelum turun 

kelapangan dan pelatihan seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui 

media sosial dan fasilitas tetap diberikan dengan tambahan yang berhubungan 

dengan protokol kesehatan, pemantauan tetap dilakukan untuk masyarakat dalam 

pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-19. 

Adapun Hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru 

yaitu  

1. Faktor internal yaitu masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia 

dan sumber daya operasional di Dinas Pengendalian Penduduk dan 
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Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Kemudian hambatannya tim KB 

susah berkumpul untuk melakukan aksi pelayanan KB. 

2. Faktor eksternal yaitu hambatannya masih kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap program KB. 

6.2 Saran  

1. Selalu melakukan komunikasi dan penguatan wawasan terhadap pelaksana 

KB yang ada di Kota Pekanbaru dan juga terutama masyarakat tentang 

program KB khususnya pemakaian alat kontrasepsi. 

2. Terus melakukan koordinasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan instansi lain untuk mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan program KB secara bersama-

sama untuk menambah kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap 

program KB. Sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

mengatur dan mengendalikan kelahiran anak dan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 

juga melibatkan kerjasama dengan ulama atau MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) mengenai pelaksanaan program KB. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru 

1. Perumusan kebijakan  

a. Kebijakan-kebijakan khusus 

- Kebijakan apa yang dilakukan oleh dinas atau bidang KB selama 

pandemi covid-19 dalam pemasangan program KB? Apakah 

selama pandemi covid-19 ini kebijakan tersebut berjalan baik?  

- Apakah perbedaan kebijakan yang telah dibuat pada sebelum atau 

sesudah pandemi covid-19? Jelaskan kebijakan seperti apa? 

- Apakah dalam pelaksanaan program KB khususnya pemasangan 

alat KB selama masa pandemi covid-19 dibatasi pelayanannya? 

b. Stakeholder  

- Pihak-pihak mana saja yang ikut berkerja sama dalam perumusan 

kebijakan dalam pelaksanaan pemasangan progam KB? 

- Apakah selama kerjasama ini tentang kebijakan pelaksanaan 

program KB terdapat kendala pada masa pandemi covid-19 ini? 

2. Pelaksanaan pelayanan KB 

a. Pembinaan 

- Apakah dinas memberikan pembinaan kepada tiap bidang (bidang 

KB)? Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh dinas? Dan 

berapa kali pembinaannya? 

b. Pelatihan  

- Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada tiap bidang 

sebelum ke lapangan pada masa pandemi covid-19? Pelatihan 

seperti apa yang diberikan ? 

 

 

 



 
 

 

c. Sosialisasi  

- Berapa kali pihak dinas atau pelaksana KB dalam melakukan 

sosialisasi pada masa pandemi covid-19? media seperti dalam 

melakukan sosialisasi dalam masa pandemi covid-19 ini?  

- Selain dari sosialisasi tentang program KB, apakah ada melakukan 

sosialisasi tentang protokol kesehatan? 

d. Fasilitas dalam pelaksanaan program KB 

- Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh dinas dalam pelaksanaan 

pelayanan pemasangan KB dimasa pandemi covid-19?  

- Apakah selama pandemi covid-19 dalam pelaksanaan pemasangan 

KB mendapat fasilitas yang sama sebelum pandemi covid-19? 

Fasilitas seperti apa yang diberikan? Dimana melakukan 

pemasangan KB? 

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

a. Evaluasi rutin (bidang KB) 

- Apakah dinas juga melakukan pemantauan dan evaluasi 

langsung kelapangan? Berapa kali pemantauan dan evaluasi 

yang dilakukan? Jelaskan perbedaan pemantauan sebelum dan 

sesudah pandemi covid-19?  

 Hambatan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam 

pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-19 di kota pekanbaru? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pertanyaan untuk Kepala Bidang Keluarga Berencana 

1. Perumusan kebijakan  

a. Kebijakan-kebijakan khusus 

- Kebijakan apa yang dilakukan oleh dinas atau bidang KB selama 

pandemi covid-19 dalam pemasangan alat kontasepsi program KB? 

Apakah selama pandemi covid-19 ini kebijakan tersebut berjalan 

baik? 

- Apakah perbedaan kebijakan yang telah dibuat pada sebelum atau 

sesudah pandemi covid-19? Jelaskan kebijakan seperti apa? 

- Apakah dalam pelaksanaan program KB khususnya pemasangan 

alat KB selama masa pandemi covid-19 dibatasi pelayanannya? 

b. Stakeholder  

- Pihak-pihak mana saja yang ikut berkerja sama dalam perumusan 

kebijakan dan dalam pelaksanaan pemasangan progam KB? 

- Apakah selama kerjasama ini tentang kebijakan pelaksanaan 

program KB terdapat kendala pada masa pandemi covid-19 ini? 

2. Pelaksanaan pelayanan KB 

a. Pembinaan 

- Apakah dinas memberikan pembinaan kepada tiap bidang (bidang 

KB)? Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh dinas dan 

pembinaan kepada tim KB/penyuluh KB dilapangan? Dan berapa 

kali pembinaannya? 

b. Pelatihan  

- Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada tiap bidang 

sebelum ke lapangan dan kepada tim penyuluh KB dilapangan? 

Pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

c. Sosialisasi  

- Berapa kali pihak dinas atau pelaksana KB dalam melakukan 

sosialisasi? media seperti dalam melakukan sosialisasi dalam masa 

pandemi covid-19 ini?  



 
 

 

- Bagaimana penyampaian materi dari pelaksana KB kepada 

masyarakat terkait dengan pelayanan pemasangan KB pada masa 

pandemi covid-19? 

- Selain dari sosialisasi tentang program KB, apakah ada melakukan 

sosialisasi tentang protokol kesehatan? 

d. Fasilitas dalam pelaksanaan program KB 

- Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh bidang KB dalam 

pelaksanaan pelayanan pemasangan Kb pada masa pandemi covid-

19?  

- Apakah selama pandemi covid-19 dalam pelaksanan pemasangan 

KB mendapat fasilitas yang sama sebelum pandemi covid-19? 

Fasilitas seperti apa yang diberikan? 

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

a. Pemantauan dan evaluasi rutin (bidang KB) 

- Apakah dinas juga melakukan pemantauan dan evaluasi langsung 

kelapangan? Berapa kali pemantauan dan evaluasi yang dilakukan? 

Jelaskan perbedaan pemantauan sebelum dan sesudah pandemi 

covid-19?  

 Hambatan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam 

pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-19 di kota 

pekanbaru? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pertanyaan untuk Masyarakat 

1. Perumusan kebijakan  

a. Kebijakan-kebijakan khusus 

- Menurut ibu, apakah dari kebijakan pelaksana KB ini 

mempermudah atau malah lebih mempersulit pelayanan program 

KB pada masa pandemi covid-19? Dan apakah tau kebijakan pada 

masa pandemi ini? 

b. Stakeholder  

- Apakah menurut ibu ada kerjasama yang baik dari dari pelaksana 

KB dalam pelaksanaan pemasangan KB pada masa pandemi covid-

19? 

- Menurut ibu, apakah pelaksanaan program KB yang dilakukan 

pelaksana KB sudah benar tanpa diskriminasi atau membedakan 

dalam pelayanan program KB? 

2. Pelaksanaan pelayanan KB 

a. Pembinaan 

- Apakah selama melakukan pelayanan pemasangan KB mendapat 

pelayanan yang baik atau bimbingan oleh pelaksana KB / tim 

penyuluh KB selama pandemi covid-19? 

b. Pelatihan  

- Apakah dari pelaksana KB-nya ada mengalami kendala dalam 

melakukan pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-

19? Menurut ibu apakah pelatihan bagus untuk dilakukan 

dilakukan? 

c. Sosialisasi 

- Apakah ada dari dinas atau pelaksana KB yang melakukan 

sosialisasi dalam masa pandemi covid-19 ini? 

- Apakah media yang digunakan untuk sosialisasi program KB? 

(seminar,media sosial) 

 



 
 

 

d. Fasilitas dalam pelaksanaan program KB 

- Apakah dari pelaksana KB memberikan fasilitas yang baik selama 

pandemi covid-19? Sama atau tidak fasilitas sebelum atau sesudah 

pandemi? Dimana ibu melakukan pelayanan pemasangan KB? 

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

a. Pemantauan dan evaluasi rutin (bidang KB) 

- Apakah dari pelaksana program KB melakukan pemantauan 

terhadap masyarakat pada masa pandemi covid-19? Berapa kali 

pemantauan yang dilakukan oleh pelaksana KB pada masa 

pandemi covid-19? 

- Apakah ada keluhan dari ibu dalam melakukan pemasangan alat 

kontrasepsi sebelum atau sesudah pandemi covid-19? 
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